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ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Demokrasi Pancasila,
Negara yang bebas menyampaikan pendapat dimuka umum yang diatur dalam
Peraturan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, sebab masyarakat bebas
mengeluarkan pendapat baik secara lisan, tulisan maupun unjuk rasa, sehingga
pada waktu melakukan unjuk rasa wajib melakukan pemberitahuan terhadap
kepolisian 3 x 24 jam sebelum melakukan unjuk rasa, setelah menerima surat
pemberitahuan kepolisian akan mengelurkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan
kepada unjuk rasa, instansi yang berada dilokasi unjuk rasa dan Satuan
Pengendali Massa, jika terjadi unjuk rasa yang anarkis maka polisi wajib
melakukan pengamanan yang sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti
Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara dan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan  Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara
Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, pengunjuk rasa mengalami kekerasan
oleh polisi maka pengunjuk rasa dapat melaporkan polisi tersebut dengan
membuat Surat Pengaduan Masyarakat kepihak kepolisian dan melaporkan
kepada bagian pelayanan dan pengaduan dikantor polisi, setelah itu akan ditindak
lanjuti oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polisi jika terdapat unsur pidana
maka berkas akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal yang kemudian
dilanjutkan pemeriksaan di pengadilan umum yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional
Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia , sedangkan
terdapat unsur pelanggaran (kode etik profesi dan disiplin) maka berkas akan
diberikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya akan
diperiksa dalam sidang disiplin dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Kata Kunci : Unjuk Rasa, Korban, Polisi, Kekerasaan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara
yang berdasarkan demokrasi pancasila, dalam satu ciri demokrasi adalah saling
menghormati adanya perbedaan dan kebebasan berbuat atau bertindak, masyarakat
Indonesia lebih memilih cara penyampaian pendapat secara lisan atau lebih sering
dikenal dengan cara melakukan aksi demonstrasi karena dianggap lebih efektif
daripada secara tulisan.'

Dalam proses saling interaksi antara sesama manusia tersebut, tidak jarang
terjadi benturan, dan bahan konflik, disebabkan perbedaan kepentingan dan
perbedaan persepsi mengenai hidup yang layak, patut, dan seyogya, namun apa yang
layak, patut, dan seyogya bagi seseorang, belum tentu cocok bagi orang lain.?
Sehingga manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan
sesamanya dan memerlukan seperangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan

kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan

tersebut.’

1
Mustafa Kamal Pasha dan kawan-kawan, Pancasila dalam tinjauan Histori.
CitraKarsa Mandiri, Y ogyakarta, 2003, him. 108. AR enlo ot

2 Saut P. Panjaitan, Pengantar llmu Hukum, Penerbit Unsri, 1998, him 48

3 %
Soerjono soekamto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan H
Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2010, him 1 8 ukum, Jakarta,



Berdasarkan penjelasan umum Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1998
Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, bahwa
“Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia
yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak
Asasi Manusia sedangkan kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan
pendapat di muka umum merupakan wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan
masyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam membangun negara demokrasi yang
menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan
adanya suasana yang aman, tertib, dan damai, hak menyampaikan pendapat di muka
umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku” selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1998 bahwa unjuk rasa atau demontrasi adalah “kegiatan yang dilakukan seorang
atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan secara demonstratif
di muka umum’”’.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan
berlandaskan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan asas
musyawarah, asas mufakat, asas kepastian hukum, asas keadilan, asas
proporsionalitas, dan asas manfaat, Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998
bahwa tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum adalah “Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu
pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang - Undang

Dasar 1945 serta mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan



berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapal,
mewujudkan iklim yang konduksif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas
setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan
berdemokrasi serta menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan
masyarakat yang berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan
perorangan atau kelompok 2

Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dimuka umum pada dasarnya
merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, sedangkan menurut Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap
manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang
memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk
yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani
kehidupannya, dengan akal budi dan nuraninya itu, sehingga manusia memiliki
kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku dan perbuatannya, selain untuk
mengimbangi kebebasan manusia memiliki kemampuan bertanggung jawab atas
semua tindakan yang dilakukannya.’

Perlindungan hukum terhadap Unjuk Rasa sangat dibutuhkan mengingat
demonstran mendapat prilaku kekerasan oleh aparat kepolisian. Kekerasan yang
dialami oleh demonstran dapat berupa kekerasan fisik (luka yang didapat pada tubuh)

dan kekerasan psikis (luka yang didapat pada jiwa), saat mengalami perlakukan

: Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181
Pembukaan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



kekerasan, demonstran tidak memiliki suatu pertahanan diri karena posisi demonstran
yang lemah secara fisik maupun secara hukum (tidak mempunyai surat izin untuk
melakukan unjuk rasa).®

Perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap korban atau pengunjuk rasa
tersebut harus memperoleh perhatian yang serius.” Masalah keadilan dan hak asasi
manusia dalam kaitannya penegak hukum pidana memang bukan merupakan
pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan, dalam peristiwa kehidupan
masyarakat menunjukkan bahwa kurang memperoleh perhatian yang serius dari
pemerintah, masalah kemanusiaan dan keadilan mendapat tempat sangat penting
sebagai perwujudan dari Sila Kemanusian yang adil dan beradab serta Sila Keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.®

Korban kekerasan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling
menderita, justru tidak memperoleh perlindungan yang diberikan oleh undang-
undang, akibatnya, kondisi korban seperti tidak dipedulikan padahal masalah keadilan

dan penghormatan hak asasi manusia berlaku terhadap korban kekerasaan.’

Menurut Pasal 10 Undang — undang Nomor 9 Tahun 1998 bahwa pemimpin
atau penanggung jawab kelompok di dalam melakukan unjuk rasa wajib

memberitahukan surat secara tertulis kepada pihak kepolisian, karena kepolisian akan

6 ;
Ismantoro Dwi Yuwono, Cerdas & percaya diri hadapi polisi : Panduan menjalani
pemen'ks_’aan di Kepolisian, Pustaka Y ustisia, Jakarta Selatan, 2012, him 85
Didik M, dan Elisataris Gultom, Urgensi Perlindun, 1
. kM, ¢ s gan Korban Kejahat
dan Realita, Rajawali Pers, Bandung, 2006, him 23 @ahatan dntara Norma
¥ Ibid, him 24
% Ibid, him 24



mengawal serta menjaga agar tidak terjadi keributan atau merusak sarana dan

prasarana umum, maka dari itu tujuan kepolisian itu sendiri menurut Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

“untuk mewujudkan keamanan didalam negeri yang meliputi terpeliharanya

keamanan dan ketertiban bermasyarakat, ketertiban dan tegaknya hukum,

maka terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat,

serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak
Asasi Manusia”.

Sebagai aparat penegak hukum kepolisian sebagai pengayom dan pelindung
masyarakat harus banyak melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan
menanggulangi kekerasan yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi didalam
unjuk rasa.'® Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat tindakan kekerasan
atau penyimpangan terhadap prosedur tetap yang dilakukan Polisi dalam upaya
melakukan penanggulangan unjuk rasa, tindakan tersebut dapat terjadi karena ulah
polisi yang sudah melembaga sebagai suatu sistem, karena bagaimanapun polisi yang
melakukan tindakan kekerasan adalah produk dari hukum itu sendiri, namun tentunya
penggunaan kekerasan tersebut tidak boleh sampai terjadi pelanggaran terhadap hak
asasi manusia, karena jika keadaan terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka tentu
saja bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang tugas polisi yaitu sebagai badan

penyidik dan menjaga ketertiban dalam masyarakat."!

10 ; .
Atmasasmita, Romli, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia
Bandung, Mandar Maju, 2001, him 13

' Jbid, him 27

& Penegakan Hukum.



Pihak Kepolisian dalam menangani kerusuhan massa tidak sesuai dengan
Prosedur yang ditentukan, sehingga mengarah pada terjadinya pelanggaran terhadap
hak asasi manusia, lebih diperparah lagi dengan adanya sikap dari pimpinan atau
petinggi di kalangan Kepolisian yang justru terkesan melindungi anak buahnya yang
melanggar hak asasi manusia tersebut dengan tidak melakukan penjatuhan sanksi

1
secara transparan. 2

Dalam prosedur pengamanan dalam unjuk rasa sudah diatur dalam Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian
Pendapat di Muka Umum,"? dan perlu diperhatikan dalam mengamankan aksi unjuk
rasa atau demonstran jika ada pelanggaran harus diperlakukan seperti manusiawi,
tidak boleh diseret, dipukul, dipaksa, dilecehkan bahkan dianiyaya." Ketika
seseorang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan anggota
kepolisian dan menjadi saksi dari proses peradilan yang sedang dijalankan oleh
pelaku atau polisi maka korban memiliki hak dan kewajiban untuk dilindungi oleh

lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang diatur dalam Undang-Undang

12 .
Nawawi, Barda A, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaka
) , s {jakan Penanggulanga
Kejahatag, Bandung,PT. Citra Aditya Bakti. 2001, him 45 san
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata

Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di
Muka Umum

14 .
Ismantoro Dwi Yuwono, Cerdas & percaya diri hadapi polisi : Panduan menjalani
pemeriksaan di Kepolisian, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan, 2012, him 84



Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan

Korban.'?

Pengunjuk rasa dapat mengajukan laporan kejadian tindak pidana kekerasaan
yang dilakukan anggota kepolisian sesuai dengan Prosedur Operasional Standar
tentang Penerimaan Surat Pengaduan Masyarakat kepihak kepolisian kebagian
Pelayanan dan Pengaduan maka akan ditindak lanjuti oleh Divisi Profesi dan
Pengamanan Polisi dan ditelusuri apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan
prosedur pengamanan demonstrasi.'® Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) Pasal 351

ayat 1 : “ Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu

ayat 2 : "“uﬁ;:]h p.erbuatan mengakibatkan luka berat maka yang bersalah dapat
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun™.

Hukuman yang dijatuhkan kepada anggota kepolisian yang melakukan tindak
pidana kekerasaan terhadap korban diatur dalam, Undang-undang No. 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta UU Nomor 9 Tahun 1998
tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan

15 Ismantoro Dwi Yuwono, Cerdas & percaya diri hadapi polisi : Panduan menjalani
pemeriksaan di Kepolisian, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan, 2012, him 29

16 . %
Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi P i
2005, hal 43 1 Pustaka Publisher, Jakarta,



Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian
tersebut di atas, maka penulis akan membahas dengan judul: “PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG

DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM UNJUK RASA”
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukan dalam latar belakang diatas
sehingga permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban yang mendapat tindak

pidana kekerasan oleh anggota polisi dalam unjuk rasa?

2. Bagaimanakah prosedur pengamanan polisi dalam mengamankan aksi unjuk

rasa?
C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :
1. Untuk mengetahui perlindungan seperti apa yang didapat oleh korban saat
melakukan unjuk rasa apakah sesuai syarat dan ketentuan dalam unjuk rasa

serta hukuman apa yang akan didapatkan anggota polisi yang melakukuan

tindak kekerasan terhadap korban.

2. Untuk mengetahui prosedur atau cara pengamanan yang tepat yang dilakukan

anggota polisi dalam aksi unjuk rasa.



D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya
dan ilmu hukum pada khususnya, serta untuk menambah bahan referensi dan

bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pemikiran dan bahan masukan dalam upaya perlindungan
hukum terhadap pengunjuk rasa dan perlindungan hukum terhadap anggota

kepolisian yang berada dilokasi unjuk rasa untuk mengamankan unjuk rasa.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian skripsi ini membatasi
pembahasan perlindungan hukum hanya membahas pada perlindungan hukum
terhadap pengunjuk rasa maupun anggota kepolisian yang berada dilokasi unjuk rasa
tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Agar skripsi ini terarah dan

tidak menyimpang dari judul dan permasalahan yang akan dibahas.
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F. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka."”

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek

penelitian.'®
3. Bahan Penelitian
Bahan penelitian ini menggunakan :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,'® antara lain :

1) Undang - Undang Dasar (UUD) 1945

2) Kitab Undang - Undang Hukum pidana (KUHP)

17 .
Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tin, j
Rajawali Pers, Jakarta, 2010, him 14 VS T Singhat

18 . " . a5 .
o Zamflddm Ali, metode {Jenelmar?.hulcum, sinar grafika, Jakarta, 2010, Him 175
Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, Op. Cit, him 13



3)

4)

3)

6)

7

8)

9)

11

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 1998 Nomor [81.

Undang — Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan

Korban

Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1567 Tahun 1998

tentang Buku Petunjuk Lapangan Penindakan Huru Hara.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan

Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010

Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan

Huru-Hara

10) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011

Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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11)Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003
Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu buku — buku dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek
penelitian ini. %

c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus

hukum, ensiklopedia hukum, dan seterusnya.”!

4. Metode Pengumpulan Bahan

Metode Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach)
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani.?> Bahan kepustakaan yang diperoleh
melalui penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari peraturan

perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.”®

% Soejono Soek P iti
2 O Jono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul pers, Jakarta, 2010, him 13
Ibid Him 13

22 o
Djam’an Satori, dan Aan Komariah. Metologi Peneliti ilati .
2009.Him 129. gi Penclitian Kualilatif. Bandung: Alfabata.

B Zainuddin Ali, metode penelitian hukum, sinar grafika, Jakarta, 2010, Him 107
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Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dan penjelasan

mengenai permasalahan dalam skripsi ini

5. Analisis Bahan

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat
deskriptif analitis, maka analisis bahan yang dipergunakan adalah analisis secara
pendekatan kualitatif terhadap bahan primer dan bahan sekunder.?* Deskriptif
tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan
oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan

dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.”

2 Ibid, him 177
B Ibid, him 107
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